BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI BUOL
Nomor : 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL '

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan
persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh
Pemerintah dan  pembebasan pembiayaan  bagi
masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak
tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

b. bahwa sesuai dengan diktum kesembilan Keputusan
bersama Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b,
menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan
pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan
Bupati untuk membuat Peraturan Bupati bahwa biaya
tersebut dibebankan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembanguan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SBK/V/2017,
Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun
2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap meliputi Kegiatan penyiapan
dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai dan
kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa;

d. bahwa sesuai dengan diktum kesembilan Keputusan
bersama Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b,
menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan
pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap tidak



Mengingat

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan
Bupati untuk membuat Peraturan Bupati bahwa biaya
tersebut dibebankan kepada masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buol tentang Pedoman
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap bagi masyarakat di Kabupaten Buol;

1. Undang = Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nemeor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589)

. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



Menetapkan :

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (
Berita Negara Republikindonesia Tahun 2017 Nomor
1127);

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2018 tentnag Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor S Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Buol ( Lembaran daerah Kabupaten Buol
Tahun 2016 Nomor 5 );

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS
LENGKAP MASYARAKAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.

Daerah adalah Kabupaten Buol.

Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi
kewenangan Daerahotonom.

Bupati adalah Bupati Buol

Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disingkat Perkada
adalah Peraturan Bupati Buol.

Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah
Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban
untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan



10.

11.

12.

13.

14.

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Buol yang berada dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT
atau Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW
adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Buol.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisionalyangdiakui dan dihormati
dealam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya, dan hak milik atas satuan rumah susunserta
hak-hak tetentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya
disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua obyek
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesiadalam satuan wilayah desa/kelurahan atau
nama lainnyayang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan
data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Banguan, dan Hak pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan
suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat



15.

16.

17.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

27.
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| _d;l;i—:;ﬁékanroleh pamtéxa PTSL.
26.

Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf,
dan/atau bukan Merupakan Barang Milik
Negara/Daerah/BUMN/ BUMD/Desa.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
termasuk keterangan mengenai adanya banguanatau
bagian banguan di atasnya.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang
menguasai, dan hak pihak lainserta beban-beban lain
yang membebaninya.

Peta dasar pendaftaran adalahpeta yang memuat titik-titik
dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan,
bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah untuk
keperluan pembukuan tanah.

Peta bidang tanah adalah gambar hasil pemetaan satu
bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan
suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk
pengumuman data fisik.

Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan
gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi
sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik
berupa jarak, sudut azimuth ataupun sudut jurusan.
Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik
suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Sertifikat Hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c
undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
dasar Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Komputerisasi kegiatan pertanahan yang selanjutnya
disikngkan KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang
pelasanaan kewenangan, tugas dan fungsim kementrian
agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
dibangun dan dikembamgkan mengacu kepada alur,
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Surveor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, yang terdiri dari surveyor kadaster dan asisten
surveyor kadaster.

Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi adalah yang
selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster
Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan
maupun firma.

Diasermasmeosrt) sdeaes ssoavmboeseslroarsy Hetes srmyvrerdses nrdealsh et roene



Desa, ditanggung oleh Masyarakat peserta Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 3

Biaya Persiapan yang ditanggung oleh peserta Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas :

a. kegiatan penyiapan dokumen

b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan

c. kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa

Pasal 4

1. Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
sebesar RP. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Selain biaya dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menanggung
biaya pembuatan akta, bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan dan penghasilan yang pelaksanaannya
sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5

1. Pengelolaan biaya pelaksanaan persiapan PTSL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilaksanakan oleh masyarakat Peserta PTSL.

2. Pertanggungjawaban pengelolaan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan
akuntabel.

Pasal 6

Selain biaya dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menanggung biaya
pembuatan akta, Bea perolehan Hak atas Tanah dan
bangunan (BPHTB)} dan Pajak Penghasilan (PPh) yang
pelaksanaannya sesuai ketentuan Perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, 1S Wi 2018

BUPATI BUOL

Diundangkan di Buol
, s Mei 2018

Pembina Utama|Madya
NIP. 19580520 198303 1/019

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 4§



